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ABSTRAK 
 
PENGARUH ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN 
 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAMUJU 
 
THE EFFECT OF MODERN TAX ADMINISTRATION  
AGAINST TAXPAYER COMPLIANCE IN  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAMUJU 
 
Nur Riskawaty Muslimin 
Muh. Christian Mangiwa 
Syahrir 
 
Sejak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan program 
reformasi administrasi perpajakan, yang dikenal dengan istilah modernisasi. 
Modernisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu cara pemerintah 
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan untuk 
menganalisis pengaruh administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan 
wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju. Data penelitian yang 
digunakan yaitu data primer (kuesioner), wawancara dengan Account 
Representative, dan beberapa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu analisis regresi, koefisien determinasi, dan uji-t. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi perpajakan modern memiliki 
pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien 
determinasi sebesar 0.285. berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan uji-t, 
dihasilkan t-hitung sebesar 3.890 yang mana t-hitung > t-tabel sehingga Ho 
ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif 
antara administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Kata kunci: modernisasi, administrasi perpajakan modern, kepatuhan wajib 
pajak. 
Since 2002, the Directorate General of Taxation has launched a tax 
administration reform program, known as modernization. Modernization of tax 
administration is one of the ways the government to increase taxpayer 
compliance. This study was conducted to analyze the influence of modern tax 
administration against taxpayer compliance in Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Mamuju. The research data used are primary data (questionnaires), interviews 
with the Account Representative, and several studies literature. Analysis of the 
data used in this research is regression analysis, coefficient of determination, and 
t-test. These results indicate that modern tax administration has a positive effect 
on taxpayer compliance with coefficient of determination of 0.285. based on 
hypothesis testing using t-test, t-test result for 3.890 which t count> t-table so that 
Ho refused and Ha accepted. This shows that there is a positive influence 
between modern tax administration on taxpayer compliance. 
 
Keywords: modernization, modern tax administration, taxpayer compliance.   
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 1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Dalam melaksanakan peningkatan kesejahteraan masyarakat bangsa 
Indonesia melakukan berbagai usaha diantaranya melalui pembangunan 
nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan merata diseluruh tanah air dan 
tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk 
seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat secara 
merata. Pembangunan nasional merupakan cerminan kehendak (keinginan 
bangsa Indonesia) untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata. 
Pembangunan suatu negara akan berkembang dan berjalan dengan 
lancar jika berbagai sumber dana dikelola dengan baik serta pendapatan 
nasional negara tersebut meningkat untuk membiayai semua pengeluaran 
termasuk pengeluaran pembangunan. Dalam mewujudkan kelangsungan 
pembangunan nasional tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang relatif 
lebih besar untuk mewujudkannya. Sumber dana yang dibutuhkan berasal dari 
sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar 
negeri meliputi pinjaman luar negeri dan hibah, sedangkan sumber dana dalam 
negeri berasal dari penjualan migas dan non migas serta pajak.  
Untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maka 
pemerintah diharapkan terus mengoptimalkan sumber dana dalam negeri. 
Secara bertahap, pajak diharapkan menjadi sumber penerimaan utama Negara 
yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pengeluaran 
pembangunan.  
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Dalam Undang-undang No. 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), menjelaskan 
bahwa pajak adalah : 
“kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat”. 
 
Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan 
perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi salah satu alasan 
dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa 
penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan, agar basis pajak dapat semakin 
diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut 
secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan 
pelayanan prima kepada wajib pajak.  
Direktorat Jenderal Pajak telah dan akan terus melakukan reformasi 
perpajakan yang selaras dengan dinamika perekonomian dan dunia usaha agar 
dapat mewujudkan sistem perpajakan yang adil, kompetitif, dan memberikan 
kepastian hukum. Reformasi perpajakan yang dilakukan mencakup dua bidang 
yaitu: (1) reformasi di bidang kebijakan, dan (2) reformasi di bidang administrasi 
perpajakan.  
Reformasi di bidang kebijakan adalah penyempurnaan kebijakan 
perpajakan untuk menciptakan satu sistem perpajakan yang sehat dan kompetitif 
dalam mendorong kegiatan investasi di Indonesia, menciptakan keseimbangan 
hak dan kewajiban antara wajib pajak untuk melakukan pemenuhan hak dan 
kewajiban perpajakan, serta memberikan keadilan dan kepastian hukum. 
Sedangkan reformasi di bidang administrasi dilaksanakan melalui program 
modernisasi administrasi perpajakan.  
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Dalam rangka mewujudkan reformasi perpajakan, Direktorat Jenderal 
Pajak telah melakukan berbagai kegiatan. Terbukti sejak tahun 2007, Direktorat 
Jenderal Pajak telah melakukan pelayanan dan penyuluhan perpajakan, kegiatan 
kehumasan, pengawasan dan penggalian potensi, penegakan hukum, dan 
kerjasama perpajakan internasional. Salah satu langkah konkrit yang dilakukan 
oleh Dirjen Pajak yaitu melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh 
dengan mengganti official assessment system menjadi self assessment system. 
Self assessment system menuntut adanya peran aktif dari wajib pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya. Di dalam self assessment system wajib 
pajak diberikan kepercayaan secara penuh untuk menghitung, 
memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya 
sehingga sangat diperlukan kejujuran dari wajib pajak dalam menghitung pajak 
terutang dan harus dibayar melalui pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).  
Meskipun telah diberikan kemudahan dan kebebasan untuk melakukan 
sendiri pemenuhan kewajiban perpajakannya, akan tetapi aparat perpajakan 
masih sering menemui kendala dan hambatan, seperti; masih rendahnya tingkat 
kepatuhan wajib pajak, masih adanya wajib pajak yang mempunyai potensi fiskal 
tinggi yang tidak ikut berpartisipasi menjadi wajib pajak, serta adanya objek pajak 
yang belum dilaporkan ataupun belum dihitung benar oleh wajib pajak maupun 
banyaknya utang pajak yang belum dibayar. 
Salah satu kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk 
mengoptimalisasikan pelaksanaan self assessment system yaitu melaksanakan 
pengawasan terhadap wajib pajak. Bentuk pengawasan tersebut yaitu melalui 
pemeriksaan. Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan 
pemeriksaan diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 29 
Tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Pemeriksaan pada Kantor Pelayanan 
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Pajak (KPP) dilaksanakan tidak lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, 
agar wajib pajak berada pada peraturan perundang-undangan perpajakan 
sehingga penyelewengan pajak yang dilakukan akan mudah diatasi oleh pihak 
pajak. 
Hal lain yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu telah 
meluncurkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang 
biasa disebut modernisasi atau administrasi perpajakan modern. Administrasi 
perpajakan modern merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan 
(seperti pendaftaran dan pembayaran pajak terutang dan lain-lain) yang dapat 
mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga 
dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak menjadi suatu institusi yang 
profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Salah satu karakteristik dari 
administrasi perpajakan modern yaitu seluruh wajib pajak diwajibkan melaporkan 
kewajiban perpajakannya menggunakan media komputer (seperti e-SPT). 
Penerapan administrasi perpajakan modern mencakup 4 hal utama, yaitu: 
(1) restrukturisasi organisasi, (2) penyempurnaan proses bisnis melalui 
pemamfaatan teknologi komunikasi dan informasi, (3) penyempurnaan 
manajemen sumber daya manusia, dan (4) pelaksanaan Good Governance. 
Tujuan dari penerapan administrasi perpajakan modern adalah meningkatkan 
kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan 
meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak.  
Manfaat adanya administrasi perpajakan modern bagi wajib pajak 
diantaranya: (1) pelayanan lebih baik, terpadu, dan personal, dan (2) 
pelaksanaan pemeriksaan yang lebih terbuka dan profesional. Dengan adanya 
administrasi perpajakan modern diharapkan meningkatkan akuntabilitas aparatur 
pajak dalam melayani dan mengawasi wajib pajak dalam melaksanakan 
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kewajiban perpajakannya, yang berpengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan 
wajib pajak.  
Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi  dari 
kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan 
kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan 
pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu 
kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan 
menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti tax evasion dan tax 
avoidance, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas 
Negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi 
administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement. 
Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong 
kepatuhan wajib pajak. 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui 
lebih lanjut masalah terkait pengaruh administrasi perpajakan modern terhadap 
kepatuhan wajib pajak, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul 
“Pengaruh Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka 
peneliti merumuskan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu apakah 
administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 
Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan 
data atau informasi yang berkaitan dengan administrasi perpajakan modern dan 
data mengenai kepatuhan wajib pajak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui ada tidaknya pengaruh administrasi perpajakan modern terhadap 
kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan teoretis 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi ilmu 
pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terkait administrasi perpajakan 
modern dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi 
bagi mahasiswa-mahasiswa jurusan akuntansi untuk menambah wawasan dan 
pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian lebih 
lanjut. 
2. Kegunaan praktis 
Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran langsung bagaimana 
pengaruh administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada 
kantor pelayanan pajak pratama Mamuju. Dilihat dari sudut pandang instansi, 
penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai administrasi yang 
diterapkan saat ini mengenai kekurangan dan kelebihannya. 
 
1.5  Sistematika Penulisan 
Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penulisan 
penelitian ini maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan 
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 Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, maksud dan 
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisi tinjauan teori yang diperlukan di dalam menunjang 
penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas 
permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, 
tinjauan atas penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 
hipotesis. 
Bab III Metode Penelitian 
Bab ini membahas mengenai metode atau langkah-langkah apa 
saja yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu meliputi rancangan 
penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, variabel 
penelitian, instrument penelitian dan teknik pengumpulan data, 
dan analisis data yang digunakan. 
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bab ini menguraikan tentang deskripsi data, uji kualitas data, uji 
regresi linear sederhana, pengujian hipotesis, serta pembahasan 
mengenai hasil penelitian. 
Bab V Penutup 
Bab ini berisi kesimpulan akhir dari penelitian, saran-saran yang 
dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang 
terkait, dan keterbatasan penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Pemahaman Tentang Perpajakan 
2.1.1  Definisi Pajak 
Pengertian pajak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 
Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu: 
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara  
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
 
Beberapa pendapat dari para ahli tentang perpajakan yang dikutip dari 
buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Brotodihardjo (2003:2-5), antara lain: 
1. Menurut P.J.A. Adriani:  
“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 
prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara 
untuk menyelenggarakan pemerintahan.”. 
 
2. Menurut Soeparman Soemahamidjaja: 
“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh 
penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi 
barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. 
 
3. Menurut Rochmat Soemitro : 
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-
prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum”. 
 
Pengertian tersebut disempurnakan menjadi, pajak adalah peralihan 
kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran 
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rutin dan „surplus‟-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber 
utama untuk membiayai public investment. 
Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak 
adalah iuran yang dapat dipaksakan kepada masyarakat dengan tidak 
mendapatkan timbal balik secara langsung dengan tujuan mencapai 
kesejahteraan umum. 
 
2.1.2 Fungsi Pajak 
Fungsi pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya „perpajakan‟ (2013: 1) 
ada dua  fungsi pajak, yaitu: 
1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 
Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 
2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Contoh: (a) pajak yang 
tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi minuman keras, (b) 
pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup 
konsumtif, dan (c) tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor 
produk Indonesia di pasaran dunia.  
 
2.1.3 Subjek dan Objek Pajak 
Menurut Waluyo (2007:57) Subjek pemungutan pajak, yaitu : 
a) Orang pribadi 
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada 
di Indonesia maupun diluar Indonesia. 
b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 
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Menggantikan hak warisan yang belum terbagi merupakan subjek pajak 
pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu sebagai ahli waris. 
c) Badan 
Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan 
baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang 
meliputi PT, CV, perseroan lainnya, serta BUMS dan bentuk usaha 
apapun. 
d) Bentuk Usaha Tetap 
Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan orang 
pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di luar Indonesia 
tidak lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak 
didirikan dan tidak bertempat di Indonesia untuk menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan di Indonesia. 
Waluyo (2007:66) mengartikan objek pajak sebagai berikut : 
a) Penghasilan 
b) Laba usaha 
c) Hadiah dari undian atau pekerjaan 
d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 
e) Deviden 
 
2.1.4 Syarat dan Asas Pemungutan Pajak 
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 
maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan. Adapun syarat 
pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013:2), yaitu : 
1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 
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Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 
dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-
undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, 
serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil 
dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak 
untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan 
mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 
Negara maupun warganya. 
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 
perekonomian masyarakat. 
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 
dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 
Dalam memungut pajak dikenal beberapa asas pemungutan perpajakan 
menurut Mardiasmo (2013:7) : 
1. Asas Domisili (asas tempat tinggal) 
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Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 
yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 
dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam 
negeri. 
2. Asas sumber 
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 
wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 
3. Asas kebangsaan 
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. 
 
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 
Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, 
menurut Mardiasmo (2013:7) : 
1) Official Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 
Pajak. Ciri-cirinya : 
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
fiskus. 
b) Wajib pajak bersifat pasif. 
c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus. 
2) Self-Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.  
Ciri-cirinya : 
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a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 
pajak sendiri. 
b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 
sendiri pajak yang terutang. 
c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
3) With-Holding System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.  
Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada 
pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. 
 
2.2  Pemahaman Tentang Administrasi Perpajakan  
2.2.1 Definisi Administrasi 
Administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, 
yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan 
orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama (Rahayu, 2010:93).  
 
2.2.2 Administrasi Perpajakan 
Administrasi perpajakan adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap 
kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan 
pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak. 
Yang termasuk dalam kegiatan penatausahaan adalah pencatatan (recording), 
penggolongan (classifying), dan penyimpanan (filing).  
Menurut Rahayu (2010:93) administrasi perpajakan merupakan prosedur 
yang meliputi tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, 
pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak. Suatu administrasi 
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perpajakan dikategorikan buruk jika administrasi pajak tersebut hanya mampu 
mengumpulkan pajak dalam jumlah yang besar dari sektor perpajakan yang 
mudah disepakati (misalnya dengan sistem with-holding), seperti memajaki 
penghasilan gaji dari karyawan namun tidak mampu memungut pajak atas 
sektor-sektor lain yang potensi pajaknya besar, misalnya perusahaan bisnis atau 
profesional. 
 
2.2.3 Administrasi Perpajakan Modern 
Sebagai bentuk penghargaan atas peran serta masyarakat, Direktorat 
Jenderal Pajak senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang efisien, 
profesional, dan adil dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan. Semenjak 
tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan program perubahan 
atau reformasi administrasi perpajakan yang biasa disebut modernisasi. Jiwa dari 
program modernisasi tersebut adalah pelaksanaan good governance, yaitu 
penerapan sistem administrasi yang transparan dan akuntabel, dengan 
memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang 
ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif 
kepada para wajib pajak. Jika program modernisasi ini ditelaah secara 
mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan 
dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu 
terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan 
revolusioner. 
Administrasi perpajakan modern merupakan perubahan pada sistem 
administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat 
serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak 
menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat. 
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Salah satu karakteristik dari administrasi perpajakan modern yaitu seluruh wajib 
pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan 
media komputer (e-SPT).  
Tujuan dari modernisasi yang ingin dicapai adalah meningkatkan 
kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan 
meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak. Eksistensi administrasi 
perpajakan modern mencakup 4 hal utama, yaitu: 
1. Restrukturisasi organisasi berdasarkan fungsi dan penerapan prinsip 
segmentasi wajib pajak, serta debirokratisasi pelayanan melalui 
penerapan struktur organisasi berdasarkan fungsi; 
2. Penyempurnaan proses bisnis melalui optimalisasi penggunaan teknologi 
komunikasi dan informasi yang mengarah kepada full automation 
(otomatis lengkap); 
3. Penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia melalui 
pengembangan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi 
yang berlandaskan prinsip “transparency, falmess, dan performance 
based” ; serta 
4. Penerapan kode etik pegawai secara tegas pada semua lini organisasi 
untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan “good governance”. 
 
2.2.4 Penerapan Administrasi Perpajakan Modern 
Penerapan suatu sistem jelas memiliki perencanaan jangka panjang dan 
jangka pendek (menengah) demi menguji apakah sistem tersebut efektif dan 
efisien dalam pengimplementasiannya. Rahayu (2010:117-118), mengemukakan 
bahwa program-program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah 
sebagai berikut: 
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1. Meningkatkan kepatuhan perpajakan  
a. Meningkatkan kepatuhan sukarela 
1) Program kampanye sadar dan peduli pajak 
2) Program pengembangan pelayanan perpajakan 
b. Memelihara (maintaining) tingkat kepatuhan wajib pajak patuh 
1) Program pengembangan pelayanan prima 
2) Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan 
c. Menangkal ketidakpatuhan perpajakan (combating non-compliance) 
1) Program merevisi pengenaan sanksi 
2) Program menyikapi berbagai kelompok wajib pajak tidak patuh 
3) Program meningkatkan efektivitas pemeriksaan 
4) Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan 
penagihan 
5) Program penyempurnaan ekstensifikasi 
6) Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT 
masterplan 
7) Program pengembangan dan pemanfaatan bank data. 
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi 
perpajakan. 
a. Meningkatkan Citra Direktorat Jenderal Pajak 
1) Program merevisi UU KUP 
2) Program penetapan Good Coorporate Governance 
3) Program perbaikan mekanisme keberatan dan banding 
4) Program penyempurnaan prosedur pemeriksaan 
b. Melanjutkan Pengembangan Administrasi Large Taxpayer Office 
(LTO) atau Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar 
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1) Program peningkatan pelayanan, pemeriksaan dan penagihan 
pada LTO. 
2) Program peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada LTO 
selain BUMN/BUMD. 
3) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil 
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus. 
4) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil lainnya.  
3. Meningkatkan produktivitas aparat perpajakan. 
a Program reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan fungsi 
dan kelompok wajib pajak 
b Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh 
kantor pusat/kanwil Direktorat Jenderal Pajak 
c Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen sumber daya 
manusia (SDM) 
d Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja 
e Program penyusunan rencana kerja operasional. 
Harapan Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan program 
modernisasi adalah memberikan manfaat bagi wajib pajak dengan adanya 
kekhususan perlakuan sebagai berikut: 
1. Pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan personal, melalui: 
a Konsep One Stop Service yang melayani seluruh jenis pajak (PPh, 
PPN, PBB & BPHTB) 
b Adanya tenaga account representative (AR) dengan tugas: 
memberikan konsultasi untuk membantu segala permasalahan wajib 
pajak, mengingatkan wajib pajak atas pemenuhan kewajiban 
perpajakannya, dan update atas peraturan perpajakan yang terbaru. 
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c Pemanfaatan IT secara maksimala: email, e-SPT, e-filling, dll. 
d Sumberdaya manusia yang profesional: adanya fit and proper test 
competency mapping, pelaksanaan kode etik yang tegas dan 
konsisten, pemberian tunjangan khusus (peningkatan remunerasi). 
e Pemeriksaan yang lebih terbuka dan profesional dengan konsep 
spesialisasi. 
2. Penerapan dan penegakan Good Governance. 
 
2.2.5 Konsep dan Tujuan Modernisasi Perpajakan 
1. Konsep umum 
Menurut Pandiangan (2008:7) Modernisasi Administrasi Perpajakan yang 
dilakukan pada dasarnya meliputi: 
a. Dalam hal restrukturisasi organisasi, konsepnya adalah: 
1) Debirokratisasi, 
2) Struktur organisasi berbasis fungsi terkait dengan perpajakan, 
3) Dilakukan pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi 
keberatan, 
4) Adanya segmentasi Wajib pajak (level operasional) yang dikelola 
dengan KPP, 
5) Adanya “internal audit” dan “change program” unit, dan 
6) Lebih efisien dan “customer oriented”. 
b. Dalam hal penyempurnaan proses bisnis, hal ini dilakukan dengan 
konsep: 
1) Berbasis teknologi komunikasi dan informasi, 
2) Efisiensi dan “customer oriented”, 
3) Sederhana dan mudah dimengerti, dan  
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4) Adanya built-in control 
c. Penyempurnaan atas sistem manajemen sumber daya manusia, 
konsepnya yaitu: 
1) Berbasis kompetensi, 
2) Optimalisasi komunikasi dan informasi, 
3) Customer driven, dan 
4) Continous improvement. 
2. Tujuan Modernisasi Perpajakan 
a. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi; 
b. Tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi 
perpajakan yang tinggi; dan 
c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. 
 
2.3 Pemahaman Tentang Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” (2011:23) wajib pajak 
adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak pemotongan pajak, 
dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  
Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak 
dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku 
dalam suatu Negara (Rahayu, 2010:139).  
Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak 
secara umum merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh 
pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan 
dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. 
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Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan 
Indonesia menganut self assessment system di mana dalam prosesnya secara 
mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, 
membayar, dan melapor kewajibannya. 
Menurut Rahayu (2010:140) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, 
pelayanan kepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan 
pajak, dan tarif pajak. 
 
2.3.1 Kriteria Wajib Pajak Patuh 
Untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu, wajib 
pajak harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 sebagai 
berikut: 
1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; 
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 
tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak; 
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawas 
keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian 
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan 
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 
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2.3.2 Proses Penetapan Wajib Pajak Patuh 
Penetapan wajib pajak patuh dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 4 yaitu: 
1. Penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan: 
a berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak; atau 
b berdasarkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak secara jabatan. 
2. Batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, diajukan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun 
penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu. 
3. Berdasarkan hasil penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Direktur Jenderal Pajak: 
a menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan 
Kriteria Tertentu, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan; atau 
b memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak mengenai 
penolakan permohonan, dalam hal permohonan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan. 
4. Penerbitan keputusan atas Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dan 
pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
b, dilakukan paling lambat tanggal 20 Februari pada tahun penetapan 
Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu. 
5. Apabila sampai dengan tanggal 20 Februari pada tahun penetapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal Pajak tidak 
memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dianggap disetujui dan Direktur Jenderal Pajak 
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menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria 
Tertentu. 
6. Keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu 
sebagaimana dimaksudpada ayat (5) diterbitkan paling lambat 5 (lima) 
hari kerja setelah berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4). 
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kalender, terhitung 
sejak tanggal 1 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan 
Kriteria Tertentu. 
8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
9. Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
2.3.3 Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Patuh 
Pencabutan penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 
11, dijelaskan bahwa: 
1. Wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria 
Tertentu dicabut penetapannya dalam hal Wajib Pajak: 
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a Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atau 
dilakukan tindakan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan 
b terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu 
jenis pajak tertentu 2(dua) Masa Pajak berturut-turut; 
c terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa suatu jenis 
pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; 
atau 
d terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. 
2. DirekturJenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai pencabutan 
penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak. 
3. Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu yang telah dicabut penetapannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan 
pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. 
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pencabutan penetapan 
Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 
2.4 Tinjauan Empirik 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Lingga (2009) yang 
berjudul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Bandung)”. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian 
Kuantitatif Deskriptif dengan metode penelitian survei. Di dalam mengumpulkan 
data, penulis menggunakan teknik penelitian lapangan (full research) melalui 
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wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan kuesioner serta teknik penelitian 
kepustakaan (library research). Metode pengambilan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Responden dalam penelitian ini 
adalah para aparatur pajak yang bertugas di lingkungan KPP Pratama Bandung. 
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sistem administrasi 
perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
Penelitian yang dilakukan oleh Mandewing (2013) yang berjudul 
“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sampling Incidental, 
yang mana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan di 
lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Teknik 
pengambilan sampel wajib pajak yaitu dengan membagikan kuesioner kepada 
wajib pajak badan yang ditemui di KPP Pratama Makassar Utara. Kesimpulan 
yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah modernisasi sistem administrasi 
perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Perbedaan paling utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 
terletak pada objek penelitian, yaitu Wajib Pajak yang terdapat di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Mamuju. Selain itu, walaupun peneliti menggunakan 
metode penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu metode 
kuantitatif, tetapi peneliti tetap melakukan wawancara dengan aparatur pajak 
yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju, terkhusus staf 
Account Representative (AR) yang merupakan salah satu perwujudan dari 
administrasi perpajakan modern. Account Representative adalah pegawai yang 
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Reformasi Perpajakan 
Administrasi Perpajakan 
Modern (X) 
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
Dimensi: 
1. Pendaftaran Wajib Pajak 
2. Perhitungan Wajib Pajak 
3. Pembayaran Pajak 
Terutang 
4. Pelaporan SPT 
5. Pembukuan 
Hipotesis: 
Ha: Administrasi perpajakan modern berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan 
Pajak yang telah mengimplementasikan administrasi perpajakan modern. 
 
2.5 Kerangka Pemikiran 
Gambar 2.1 Kerangka pemikiran 
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2.6 Hipotesis 
Hubungan Antara Administrasi Perpajakan Modern Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak 
 Sejalan dengan perkembangan yang terjadi, Direktorat Jenderal Pajak 
juga telah melakukan reformasi perpajakan melalui administrasi perpajakan 
modern. Sistem administrasi modern merupakan perwujudan dari program dan 
kegiatan reformasi administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan 
atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu maupun kelompok. Modernisasi 
sistem perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk 
menerapkan pelayanan prima kepada masyarakat. Strategi yang ditempuh 
adalah pemberian pelayanan prima seperti: dengan memberikan ruang bagi 
Wajib Pajak untuk menyampaikan keluhan-keluhan wajib pajak mengenai 
pelayanan, pemeriksaan, dal lain-lain. Serta menyediakan Pojok Pajak yang 
merupakan sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakan bagi masyarakat 
maupun wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yang berada di 
pusat-pusat perbelanjaan, pusat bisnis, dan tempat tertentu lainnya.   
 Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 
diantaranya yaitu: kondisi sistem administrasi perpajakan, pemeriksaan pajak 
dan tarif pajak. Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui 
administrasi perpajakan modern ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat 
kepuasan wajib pajak. Yang mana tingkat kepuasan wajib pajak tersebut akan 
tercermin dalam ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT, berkurangnya 
denda/penalty atas keterlambatan pembayaran angsuran pajak, sehingga 
kepuasan wajib pajak akan berimplikasi pada meningkatnya kepatuhan 
membayar pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 
tidak hanya berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak tetapi juga 
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berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, yang terealisasi melalui 
perbaikan jalan, pengobatan gratis, dan lain-lain. 
 Hasil peneltian Mandewing (2013) yang berjudul “Pengaruh Modernisasi 
Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara” menunjukkan bahwa modernisasi 
sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
Penjelasan diatas menunjukkan bahwa apabila administrasi perpajakan 
modern diterapkan dengan sebaik-baiknya dan semestinya maka akan 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini 
yaitu: 
Ha:  Administrasi perpajakan modern berpengaruh positif  terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Objek Penelitian 
Objek penelitian adalah Wajib Pajak Badan yang melakukan kewajiban 
perpajakanannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju. 
 
3.2 Rancangan Penelitian 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Metode penelitian kuantitatif 
merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, 
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 
menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, 
dengan tujuan untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2011:8). Peneliti melakukan 
analisis terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode 
kuantitatif. Analisis data dalam penelitian kuantitatif dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan statistik, menghitung korelasi, regresi, dan uji 
hipotesis. 
 
3.3  Tempat dan Waktu Penelitian 
 Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju yang 
berlokasi di Gedung Keuangan Negara Lantai 1 Jalan Soekarno Hatta Mamuju 
Sulawesi Barat. Waktu penelitian dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan. 
 
3.4  Populasi dan Sampel 
 Di dalam buku yang berjudul metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, 
Sugiyono (2011:80) menjelaskan bahwa populasi merupakan wilayah 
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generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulannya. Populasi di dalam penelitian ini yaitu seluruh Wajib Pajak 
di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju. 
 Di dalam buku yang berjudul metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, 
Sugiyono (2011:81) menjelaskan bahwa Sampel adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pengambilan sampel 
yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu sampling incidental. Sugiyono 
(2011:85) sampling incidental merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan 
kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 
digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok 
sebagai sumber data. Metode pengambilan sampel wajib pajak yaitu dengan 
membagikan kuesioner kepada wajib pajak Badan yang ditemui di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Mamuju. 
 
3.5  Jenis dan Sumber Data 
3.5.1 Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Data subyek (self report data) 
Data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, 
pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang 
menjadi subyek penelitian. Data subyek yang diperoleh dalam penelitian ini 
adalah hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden. 
2. Data dokumenter (Documentary data) 
Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain: faktur, 
jurnal, surat-surat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Data dokumenter 
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yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data-data yang dikeluarkan Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Mamuju. 
 
3.5.2  Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber 
asli (tanpa melalui perantara). Data primer data berupa opini subyek secara 
individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian 
atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer di dalam penelitian ini adalah 
data hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner. 
2. Data sekunder 
Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 
telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. 
Data sekunder dalam penelitian ini adalah data primer yang telah diolah lebih 
lanjut dan telah disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. 
 
3.6  Teknik Pengumpulan Data 
1. Kuesioner (angket), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan 
kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Kuesioner 
di dalam penelitian ini ditujukan kepada wajib pajak badan yang 
melaksanakan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak 
Mamuju dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan e-SPT, e-
filling, dan semacamnya. 
2. Wawancara, melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak 
terkait yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju. 
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3. Studi Kepustakaan, penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan dari 
perpustakaan dengan mengumpulkan data berupa teori yang bersumber 
dari literatur, buku, dan bahan tulisan dan dokumentasi yang 
berhubungan dengan penelitian. 
 
3.7  Variable Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan dua variable, yaitu administrasi perpajakan 
modern (X) sebagai variable Independent, dan kepatuhan wajib pajak (Y) 
sebagai variable Dependent. 
Tabel 3.1 Variabel Penelitian 
Variabel Dimensi Indikator 
Administrasi Perpajakan 
Modern (X) 
Struktur organisasi a. Sistem pelayanan 
b. Sebagai pusat 
analisis dan 
kebijakan 
Business Process dan 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 
a. Pemanfaatan 
teknologi dan 
komunikasi 
b. Program 
pemeriksaan 
berbasis resiko   
Penyempurnaan 
Manajemen Sumber 
Daya Manusia 
Kualitas dan kuantitas 
pegawai 
 
Pelaksanaan Good 
Governance 
a. Kode etik pegawai 
b. Tingkat 
kepercayaan 
Wajib Pajak  
Kepatuhan Wajib Pajak 
(Y) 
Indikator Kepatuhan a. Pendaftaran Wajib 
Pajak 
b. Perhitungan Pajak 
c. Pelaporan SPT 
d. Pembukuan 
 
Semua operasionalisasi variable di atas diukur oleh instrument pengukur 
dalam bentuk kuesioner yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala likert. 
Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor. Skor atas pilihan jawaban untuk 
kuesioner yang diajukan digambarkan dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Skala Likert 
No Uraian Skor 
1 Sangat setuju/selalu/sangat positif 5 
2 Setuju/sering/positif 4 
3 Kurang setuju/ Ragu-ragu/netral 3 
4 Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif 2 
5 Sangat tidak setuju/tidakpernah 1 
Sumber: Sugiyono (2011:94) 
  
 
3.8  Instrumen Penelitian 
Instrument yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kuesioner. 
Kuesioner yang digunakan di dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian 
terdahulu yang dilakukan oleh Mandewing (2013) dengan judul penelitian 
“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Kuesioner 
yang baik haruslah memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliabel. Sebelum 
kuesioner digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk mengetahui tingkat 
validitas dan reabilitas alat ukur penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk 
mengetahui apakah data yang dihasilkan dari alat ukur tersebut dapat menjamin 
mutu dari penelitian sehingga kesimpulan terhadap hubungan-hubungan antara 
variable dapat dipercaya, akurat dan dapat diandalkan. 
1.  Uji Validitas 
 Validitas adalah tingkat keandalan alat ukur yang digunakan. Suatu alat 
ukur  disebut valid apabila alat tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. 
Menurut Sugiyono (2011:126) bila nilai korelasi dibawah 0,300 maka dapat 
disimpulkan bahwa butir instrument tersebut tidak valid, sehingga harus 
diperbaiki atau dibuang. Pengujian validitas instrument/kuesioner dalam 
penelitian ini menggunakan software statistic berupa SPSS 22.0 (statistical 
Product and Service Solutions). 
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2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner 
yang digunakan untuk mengukur variable penelitian. Kuesioner dikatakan reliable 
(handal) jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten dari 
waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan 
menggunakan cronbach alpha untuk mengidentifikasikan seberapa baik item-
item dalam kuesioner berhubungan antara satu dengan lainnya. 
 
3.9  Analisis Data 
Menurut Sugiyono (2011:147) analisis data merupakan kegiatan setelah 
data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Analisis data 
digunakan untuk mengetahui hubungan antara variable X dan variable Y, 
sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak.  
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 
variabel  terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 
tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. 
2. Analisis Regresi Linear Sederhana 
Analisis regresi bertujuan untuk menganalisis besarnya pengaruh variabel 
bebas atau independent terhadap variabel terikat atau dependent. Regresi linear 
sederhana digunakan apabila variabel dependent dipengaruhi hanya oleh satu 
variabel independent. Model analisis regresi linear sederhana dalam penelitian 
ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
    a   b  
Keterangan : 
Y = Kepatuhan wajib pajak 
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a = Nilai intercept (konstanta) 
b = Koefisien regresi 
X = Administrasi perpajakan modern 
 
3. Koefisien Determinasi (R2) 
Pada pengujian ini dihitung besarnya koefisien determinasi (R2) yang 
merupakan koefisien yang menunjukkan besarnya presentase pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 5%. 
4. Pengujian Hipotesis (Uji t) 
Dilakukan pula penilaian terhadap setiap variabel bebas (independent) 
yang dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh variabel yang ada. 
Pengujian dilakukan dengan Uji t atau biasa disebut uji parsial. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Instansi 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju terletak di Kabupaten Mamuju, 
yang merupakan Ibukota Sulawesi Barat tepatnya di Gedung Keuangan Negara 
Lantai 1 Jalan Soekarno Hatta, dan merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
di Sulawesi Barat selain Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene.  
Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju didasarkan atas 
Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.01/2008. Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Mamuju merupakan perubahan dari Kantor Pelayanan PBB Mamuju. 
Secara administratif, wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Mamuju terbagi dalam dua Kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju dan Kabupaten 
Mamuju Utara (Pasangkayu) untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib 
Pajak, khususnya yang berada di Kabupaten Mamuju Utara, dibentuklah KP2KP 
Pasangkayu di bawah Kantor Pelayanan Pratama Mamuju. KP2KP Pasangkayu 
ini merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Mamuju yang beralamatkan di Jalan Poros Trans Sulawesi, Pasangkayu, 
Mamuju Utara. 
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4.2 Struktur Organisasi 
 Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Mamuju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
4.3  Tugas dan Tanggung Jawab Tiap Bagian 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat 
Jenderal Pajak maka tugas dan tanggung jawab tiap bagian yaitu: 
KPP Pratama 
Mamuju 
Fredy Nelson 
Rumondor 
SubBagian 
Umum 
Dodot Slamet 
Priyanto 
Seksi Pengawasan 
dan Konsultasi IV 
Pejabat tidak ada 
Seksi Pengawasan 
dan Konsultasi III 
Ricky Agustina 
Nugraha 
 
Seksi 
Pengawasan dan 
Konsultasi II 
Sukardi 
 
Seksi 
Pengawasan dan 
Konsultasi I 
Azwar Syam 
Seksi Pengolahan 
Data dan 
Informasi 
Dasuki 
Seksi Pelayanan 
Bukratan 
Seksi Penagihan 
Kuntarto Purnomo 
Seksi Ekstensifikasi 
Perpajakam 
Bambang Widiarto 
Seksi Pemeriksaan 
dan Kepatuhan 
Internal 
Ansar 
KP2KP Pasangkayu Pegawai 
Fungsional 
AL 
37 
 
 
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
a) Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan 
potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan 
realisasi penerimaan tahun lalu. 
b) Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam 
rangka intensifikasi perpajakan. 
c) Mengarahkan pembuatan risala perincian dasar pengenaan 
pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak 
berdasarkan hasil perhitungan ketetapan pajak. 
d) Menjamin pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan. 
2.  Sub Bagian Umum 
Sub bagian umum melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata 
usaha, dan rumah tangga, seperti: 
a) Melaksanakan pengurusan surat masuk kantor pelayanan pajak yang 
bukan dari wajib pajak. 
b) Melaksanakan pengurusan surat keluar dari lingkungan kantor 
pelayanan pajak. 
c) Melaksanakan pemrosesan berkas atau arsip umum (non wajib 
pajak). 
d) Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian. 
3.  Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
Seksi Pengolahan Data dan Informasi melakukan pengumpulan, 
pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, 
perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan 
perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis 
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komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling, pelaksanaan i-
SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja. 
4.  Seksi Pelayanan. 
Seksi pelayanan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum 
perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, 
penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan 
surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib 
Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. 
5.  Seksi Penagihan. 
Seksi penagihan melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, 
penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan 
penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen 
penagihan. 
6.  Seksi Pemeriksaan. 
Seksi pemeriksaan melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, 
pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan 
penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi 
perpajakan lainnya. 
7.  Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. 
Seksi ekstensifikasi perpajakan melakukan pengamatan potensi 
perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan 
pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang 
ekstensifikasi. 
8.  Seksi Pengawasan dan Konsultasi I s/d IV. 
Seksi pengawasan dan konsultasi I s/d IV masing-masing melakukan 
pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, 
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bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis 
perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, 
rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, 
usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan 
Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta 
melakukan evaluasi hasil banding. 
9.  Kelompok Jabatan Fungsional. 
a) Melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi: pemeriksaan lengkap 
dalam rangka penagihan dan pemeriksaan sederhana dalam rangka 
penagihan. 
b) Melakukan penilaian PBB seperti: pendataan PBB dan penilaian 
objek/subjek pajak serta melaksanakan ekstensifikasi Wajib Pajak 
orang pribadi atau badan.  
 
4.4  Hasil Penelitian 
4.4.1 Deskripsi Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan 
kuesioner kepada responden yaitu Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju dengan mendatangi Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Mamuju dan memberikan kuesioner kepada wajib pajak badan 
yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju. Proses 
pendistribusian diperlancar dengan bantuan Kepala Seksi Pelayanan pada 
Kantor Pelayanan Pratama Mamuju yang memberikan loket tersendiri untuk 
memberikan kuesioner kepada wajib pajak badan, sehingga setelah wajib pajak 
badan tersebut selesai melaporkan SPT mereka maka dimohon kesediaan 
kepada wajib pajak badan untuk berpindah loket untuk mengisi kuesioner yang 
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tersedia. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan selama 3 
minggu yaitu mulai tanggal 1 Juni sampai dengan 19 Juni 2015. 
 Kuesioner yang disebar sebanyak 40 kuesioner, kuesioner dibagikan 
sebanyak 40 karena berdasarkan penelitian dan saran dari aparatur pajak di 
KPP Mamuju mengatakan bahwa wajib pajak badan yang selalu melakukan 
kewajiban perpajakan menggunakan e-SPT, e-filling, dan sebagainya yaitu 
sebanyak 40 responden, dan keterbatasan waktu dan kurangnya wajib pajak 
yang datang melaksanakan kewajibannya pada saat peneliti melakukan 
penelitian maka kuesioner yang dapat disebar sebanyak 40, dan kuesioner yang 
kembali sesuai dengan kuesioner yang disebar yaitu 40 kuesioner. Dan 
kuesioner yang dapat diolah yaitu sejumlah 40 kuesioner dengan jumlah 
pertanyaan 20 item. Pertanyaan untuk variabel administrasi perpajakan modern 
perpajakan sejumlah 11 pertanyaan dan 9 pertanyaan untuk variabel kepatuhan 
wajib pajak. 
 
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis kelamin Jumlah Persentase 
Pria 29 72,5% 
Wanita 11 27,5% 
Total 40 100% 
Sumber : Data kuesioner, diolah 2015 
 
Dari tabel 4.1 dapat diidentifikasi bahwa responden dalam penelitian ini 
berjumlah 40 responden yang terdiri dari pria dan wanita. Responden yang 
berjenis kelamin pria berjumlah 29 orang (72,5%) dan responden berjenis 
kelamin wanita berjumlah 11 orang (27,5%). Hal ini menunjukkan bahwa 
mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin pria. 
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Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir  
Pendidikan Jumlah Persentase 
SMA 12 30% 
Diploma 3 7,5% 
Sarjana (S1) 23 57,5% 
Magister (S2) 2 5% 
Total 40 100% 
Sumber : Data kuesioner, diolah 2015 
 
Dari tabel 4.2 dapat diidentifikasi bahwa mayoritas responden dalam 
penelitian ini berpendidikan Sarjana (S1) berjumlah 23 responden atau 57,5%, 
berpendidikan SMA sebanyak 12 responden atau 30%, berpendidikan Diploma 
sebanyak 3 responden atau 7,5%, dan yang berpendidikan Magister (S2) 
sebanyak 2 responden atau 5%. 
  
4.4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 
 Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai Corrected 
Item-Total Correlation, sedangkan pada uji reliabilitas dengan melihat Cronbach 
alpha dengan menggunakan alat bantu program statistic SPSS 22.0. 
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1. Uji Validitas 
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Kuesioner 
No. Pertanyaan Corrected Item-Total 
Correlation 
Nilai Kritis Keterangan 
1 X1 0.793 0.300 Valid 
2 X2 0.933 0.300 Valid 
3 X3 0.840 0.300 Valid 
4 X4 0.888 0.300 Valid 
5 X5 0.912 0.300 Valid 
6 X6 0.876 0.300 Valid 
7 X7 0.887 0.300 Valid 
8 X8 0.392 0.300 Valid 
9 X9 0.304 0.300 Valid 
10 X10 0.550 0.300 Valid 
11 X11 0.513 0.300 Valid 
12 Y1 0.701 0.300 Valid 
13 Y2 0.794 0.300 Valid 
14 Y3 0.808 0.300 Valid 
15 Y4 0.857 0.300 Valid 
16 Y5 0.743 0.300 Valid 
17 Y6 0.711 0.300 Valid 
18 Y7 0.734 0.300 Valid 
19 Y8 0.796 0.300 Valid 
20 Y9 0.723 0.300 Valid 
Sumber : Data kuesioner, diolah 2015 
Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai indeks validitas dari setiap butir 
pertanyaan baik pertanyaan mengenai administrasi perpajakan modern maupun 
pertanyaan mengenai kepatuhan wajib pajak lebih besar dari nilai 0.300, hasil ini 
menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan yang diajukan valid dan layak 
digunakan sebagai alat ukur penelitian. 
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2. Uji Reliabilitas 
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner 
No. Pertanyaan  Cronbach’s Alpha If 
Item Deleted 
Cronbach 
Alpha 
Keterangan 
1 X1 0.928 0.600 Reliabel  
2 X2 0.921 0.600 Reliabel 
3 X3 0.926 0.600 Reliabel 
4 X4 0.923 0.600 Reliabel 
5 X5 0.922 0.600 Reliabel 
6 X6 0.924 0.600 Reliabel 
7 X7 0.924 0.600 Reliabel 
8 X8 0.942 0.600 Reliabel 
9 X9 0.944 0.600 Reliabel 
10 X10 0.937 0.600 Reliabel 
11 X11 0.938 0.600 Reliabel 
12 Y1 0.929 0.600 Reliabel 
13 Y2 0.921 0.600 Reliabel 
14 Y3 0.920 0.600 Reliabel 
15 Y4 0.917 0.600 Reliabel 
16 Y5 0.925 0.600 Reliabel 
17 Y6 0.927 0.600 Reliabel 
18 Y7 0.925 0.600 Reliabel 
19 Y8 0.926 0.600 Reliabel 
20 Y9 0.925 0.600 Reliabel 
Sumber : Data kuesioner, diolah 2015 
 
Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa semua variabel, 
baik itu variabel administrasi perpajakan modern maupun variabel kepatuhan 
wajib pajak adalah reliabel atau handal karena menunjukkan tingkat reliabilitas 
yang tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien alpha lebih dari 0.600 
sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur yang dapat diandalkan dan 
dipercaya. 
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4.5 Analisis Variabel  
4.5.1 Analisis Variabel Bebas Administrasi Perpajakan Modern 
Variabel bebas (X) administrasi perpajakan modern terdiri dari empat (4) 
aspek yang dioperasionalkan dalam 11 pernyataan. Aspek restrukturisasi 
organisasi terdiri dari tiga (3) pernyataan, aspek business process dan teknologi 
informasi dan komunikasi terdiri dari empat (4) pernyataan, aspek 
pengembangan manajemen sumber daya manusia terdiri dari dua (2) 
pernyataan, dan aspek pelaksanaan good governance terdiri dari dua (2) 
pernyataan. 
1. Analisis Terhadap Perubahan Struktur Organisasi 
     Tabel 4.5 Distribusi Persepsi Responden Terhadap Restrukturisasi Organisasi 
No. 
Distribusi Jawaban Responden 
Jawaban 
1 2 3 4 5 
1 5 0 8 26 1 40 
 12.5% 0% 20.0% 65.0% 2.5% 100% 
2 6 0 9 20 5 40 
 15.0% 0% 22.5% 50.0% 12.5% 100% 
3 5 0 7 23 5 40 
 12.5% 0% 17.5% 57.5% 12.5% 100% 
     Sumber : Data kuesioner, diolah 2015 
 
Dari tabel 4.5 diperoleh gambaran bahwa persepsi wajib pajak terhadap 
indikator restrukturisasi organisasi adalah baik, karena proporsi tertinggi pada 
jawaban dengan skor 4 yaitu 65.0%. 
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2. Analisis Terhadap Penyempurnaan Proses Bisnis dan Teknologi 
Informasi  
Tabel 4.6 Distribusi Persepsi Responden Terhadap Penyempurnaan Proses        
Bisnis dan Teknologi Informasi 
No.  
Distribusi Jawaban Responden 
Jawaban 
1 2 3 4 5 
4 6 2 10 21 1 40 
 15.0% 5.0% 25.0% 52.5% 2.5% 100% 
5 6 2 10 15 7 40 
 15.0% 5.0% 25.0% 37.5% 17.5% 100% 
6 3 5 11 14 7 40 
 7.5% 12.5% 27.5% 35.0% 17.5% 100% 
7 1 5 1 24 9 40 
 2.5% 12.5% 2.5% 60.0% 22.5% 100% 
Sumber : Data kuesioner, diolah 2015 
 
Dari tabel 4.6 diperoleh gambaran bahwa persepsi wajib pajak terhadap 
indikator penyempurnaan proses bisnis dan teknologi informasi adalah baik, 
karena proporsi tertinggi pada jawaban dengan skor 4 yaitu sebesar 60.0%. 
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3. Analisis Terhadap Pengembangan Manajemen Sumber Daya 
Manusia 
Tabel 4.7 Distribusi Persepsi Responden Terhadap Pengembangan Manajemen 
Sumber Daya Manusia 
No. 
Distribusi Jawaban Responden 
Jawaban 
1 2 3 4 5 
8 0 1 4 28 7 40 
 0% 2.5% 10.0% 70.0% 17.5% 100% 
9 0 2 7 26 5 40 
 0% 5.0% 17.5% 65.0% 12.5% 100% 
Sumber : Data kuesioner, diolah 2015 
 
Dari tabel 4.7 diperoleh gambaran bahwa persepsi wajib pajak terhadap 
indikator pengembangan manajemen sumber daya manusia adalah baik, karena 
proporsi tertinggi pada jawaban dengan skor 4 yaitu sebesar 70.0%. 
 
4. Analisis Terhadap Pelaksanaan Good Governance 
Tabel 4.8 Distribusi Persepsi Responden Terhadap Pelaksanaan Good 
Governance 
No. 
Distribusi Jawaban Responden 
Jawaban 
1 2 3 4 5 
10 1 0 8 20 11 40 
 2.5% 0% 20.0% 50.0% 27.5% 100% 
11 1 0 8 22 9 40 
 2.5% 0% 20.0% 55.0% 22.5% 100% 
Sumber : Data kuesioner, dioleh 2015 
Dari tabel 4.8 diperoleh gambaran bahwa persepsi wajib pajak terhadap 
indikator pelaksanaan Good Governance adalah baik, karena proporsi tertinggi 
pada jawaban dengan skor 4 yaitu sebesar 55.0%. 
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4.5.2 Analisis Variabel Terikat Kepatuhan Wajib Pajak 
Tabel 4.9 Distribusi Persepsi Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
No. 
Distribusi Jawaban Responden 
Jawaban 
1 2 3 4 5 
1 1 2 11 17 9 40 
 2.5% 5.0% 27.5% 42.5% 22.5% 100% 
2 0 2 3 27 8 40 
 0% 5.0% 7.5% 67.5% 20.0% 100% 
3 0 2 6 25 7 40 
 0% 5.0% 15.0% 62.5% 17.5% 100% 
4 0 5 3 29 3 40 
 0% 12.5% 7.5% 72.5% 7.5% 100% 
5 0 6 5 26 3 40 
 0% 15.0% 12.5% 65.0% 7.5% 100% 
6 1 2 10 22 5 40 
 2.5% 5.0% 25.0% 55.0% 12.5% 100% 
7 0 3 7 28 2 40 
 0% 7.5% 17.5% 70.0% 5.0% 100% 
8 0 0 5 31 4 40 
 0% 0% 12.5% 77.5% 10.0% 100% 
9 1 0 5 29 5 40 
 2.5% 0% 12.5% 72.5% 12.5% 100% 
Sumber : Data kuesioner, diolah 2015 
 
Dari tabel 4.9 diperoleh gambaran bahwa persepsi wajib pajak terhadap 
indikator kepatuhan wajib pajak adalah baik, karena proporsi tertinggi pada 
jawaban dengan skor 4 yaitu sebesar 77.5%. 
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4.6  Analisis Data 
4.6.1 Uji Normalitas 
 
Gambar 4.2 Grafik Histogram 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Output SPSS 22.0, 2015 
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Gambar 4.3 Normal Probability Plot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Output SPSS 22.0, 2015 
 
Berdasarkan grafik histogram diatas, dapat disimpulkan bahwa grafik 
histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal, hal tersebut 
dibuktikan dengan melihat bahwa grafik membentuk simetris dan mengikuti garis 
diagonal. Berdasarkan grafik normal probability plot, dapat dilihat bahwa titik 
menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, 
sehingga dapat dikatakan bahwa pola pendistribusiannya normal. Dengan 
melihat kedua grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam 
penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas. 
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4.6.2 Analisis Regresi 
Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) 20.978 3.541  
X .335 .086 .534 
a. Dependent Variable: Y 
Sumber : Output SPSS 22.0, 2015 
 
Dari tabel 4.10 dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut : 
Y = 20.978 + 0.335X 
Berdasarkan persamaan regresi diatas, konstanta (a) adalah sebesar 
20.978 dan koefisien administrasi perpajakan modern sebesar 0.335X hal ini 
berarti jika tidak ada perubahan variabel administrasi perpajakan modern yang 
mempengaruhi maka kepatuhan wajib pajak yang terjadi di Kantorr Pelayanan 
Pajak Pratama Mamuju adalah sebesar 20.978 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak, hal ini terlihat dari nilai koefisien regresinya yang bernilai 
positif. 
 
4.6.3 Koefisien Determinasi 
Tabel 4.11 Koefisien Determinasi 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .534
a
 .285 .266 4.676 
a. Predictors: (Constant), X 
Sumber : Output SPSS 22.0, 2015  
Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa Rsquare yang diperoleh 
sebesar 0.285 atau 28.5% yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak 
51 
 
 
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju dipengaruhi oleh variabel 
administrasi perpajakan modern. Sisanya sebesar 71.5% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
4.6.4 Pengujian Hipotesis (Uji t) 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji-t yang dibantu 
dengan program statistic SPSS 22.0. pengujian dilakukan dengan taraf 
signifikansi 0.05 atau tingkat kepercayaan 95%, dengan kriteria pengujian: 
Jika thitung ≥ ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
Jika thitung ≤ ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak. 
Tabel 4.12 Uji-t 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 20.978 3.541  5.924 .000 
X .335 .086 .534 3.890 .000 
a. Dependent Variable: Y 
Sumber : Output SPSS 22.0,2015 
 
Dari uji t, didapat t-hitung sebesar 3.890, dengan tingkat signifikansi 
0.000. nilai probabilitas (0.000) lebih kecil dari 0.05 maka model regresi dapat 
dipakai untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak. Hasil t-hitung tersebut jika 
dibandingkan dengan t-tabel pada tingkat keyakinan 95% (α   0.05). diketahui 
bahwa t-hitung yang dihasilkan sebesar 3.890, lebih besar dari t-tabel pada 
signifikansi α   0.05, yaitu 1.68. ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel independen yaitu administrasi perpajakan modern 
berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. 
Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif 
52 
 
 
antara administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak diterima 
atau benar. 
   
4.7 Pembahasan 
Penerapan administrasi perpajakan modern di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Mamuju yang meliputi restrukturisasi organisasi, penyempurnaan 
proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi (TI), pengembangan sumber 
daya manusia dan pelaksanaan Good Governance sudah berjalan baik. 
Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada 
Account Representative (AR) yang menjelaskan bahwa “Pada awalnya AR 
disatukan dalam satu fungsi pengawasan dan konsultasi tetapi baru-baru ini 
dilakukan pemecahan AR menjadi dua bagian yaitu AR bagian Konsultasi dan 
AR bagian Pengawasan. AR bagian konsultasi orientasinya lebih kepada 
memberikan penyuluhan umum tentang tata cara perpajakan E-filling, E-billing, 
dan lain sebagainya. Sedangkan AR bagian pengawasan lebih berorientasi 
kepada penggalian potensi pajak”. 
Selain itu pemanfaatan AR di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju 
telah dipergunakan sebaik-baiknya terutama oleh wajib pajak badan, diakui oleh 
salah satu AR bahwa setiap wajib pajak badan yang telah selesai melaporkan 
SPT di bagian pelayanan maka wajib pajak tersebut meminta untuk diantarkan 
ke ruangan AR untuk sekedar berbincang-bincang atau untuk melakukan 
konsultasi.  
Hal lain yang mempengaruhi minat wajib pajak untuk memanfaatkan jasa 
AR yaitu ketegasan dan keramahan para AR dalam melayani wajib pajak 
sehingga kebanyakan wajib pajak mudah menghafal nama para AR yang berada 
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju. 
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Berpengaruh atau tidaknya administrasi perpajakan modern terhadap 
kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju dapat 
diketahui dengan menggunakan pengujian statistik, yaitu analisis regresi dan 
koefisien determinasi. Hasil pengujian regresi diperoleh nilai koefisien regresi 
0.335X yang berarti terdapat hubungan positif antara administrasi perpajakan 
modern terhadap kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan apabila administrasi 
perpajakan modern berjalan dengan baik maka akan meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak. 
Besarnya pengaruh administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan 
wajib pajak dapat dilihat melalui hasil uji koefisien determinasi. Dari hasil uji 
koefisien determinasi yang dilakukan menunjukkan bahwa sebesar 0.285 atau 
28.5% administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak dan sisanya sebesar 71.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini. Administrasi perpajakan modern berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak juga ditunjukkan oleh besarnya t-hitung 
dibanding t-tabel yaitu 3.890 > 1.68. Hal ini membuktikan hipotesis penelitian 
bahwa administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 
Untuk memperkuat hasil penelitian yang menyatakan bahwa administrasi 
perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka 
peneliti meminta data dari seksi pelayanan terkait jumlah wajib pajak badan yang 
terdaftar, melakukan pembukuan, melakukan pembayaran tepat waktu dan grafik 
kepatuhan.  
Dari data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dari 
tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dalam tabel daftar wajib pajak yang 
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menghitung dan membayarkan pajak terutang secara tepat waktu. Tetapi, dalam 
tabel dan grafik terjadi penurunan pada tahun 2013.  
Menurut staf dari kpp, peningkatan terjadi karena adanya kemudahan-
kemudahan yang disediakan di kantor pelayanan pajak seperti adanya jasa AR 
yang dapat memberikan masukan bagi wajib pajak. Sedangkan penurunan yang 
sempat terjadi pada tahun 2013 disebabkan karena adanya gangguan jaringan 
selama beberapa hari pada Kantor Pelayanan Pajak, tetapi menurut staf 
pelayanan gangguan jaringan tidak hanya terjadi pada KPP Pratama Mamuju 
tetapi pada setiap KPP Pratama se Indonesia. Sehingga ketika wajib pajak akan 
melakukan kewajibannya tetapi terkendala oleh gangguan jaringan berhari-hari 
yang menyebabkan adanya kemalasan bagi wajib pajak untuk kembali 
melakukan kewajibannya. Itulah salah satu alasan yang diungkapkan staf terkait  
penurunan yang terjadi pada tahun 2013. Selain penurunan pada tahun 2013, 
setiap tahunnya terjadi peningkatan. Hal tersebut menggambarkan bahwa 
dengan adanya modernisasi setidaknya mempengaruhi minat wajib pajak badan 
untuk melakukan kewajibannya secara tepat waktu.  
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang dikumpulkan, maka 
kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa administrasi perpajakan 
modern yang terdiri dari restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis 
dan teknologi informasi, dan pengembangan sumber daya manusia, dan 
pelaksanaan Good Governance berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
 
5.2 Saran  
Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan kesimpulan dari 
hasil penelitian ini adalah: 
1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju 
Penerapan administrasi perpajakan modern atau yang lebih dikenal 
dengan modernisasi perpajakan jangka menengah yang berkaitan dengan 
restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan teknoogi informasi, 
pengembangan sumber daya manusia dan pelaksanaan Good Governance di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju memiliki pengaruh terhadap tingkat 
kepatuhan wajib pajak, sehingga pelaksanaan adinistrasi perpajakan modern 
saat ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan kearah yang lebih baik. Dan KPP 
Pratama Mamuju diharapkan dapat lebih sering melakukan penyuluhan 
perpajakan terkait dengan modernisasi perpajakan yang sedang dan akan 
diterapkan kedepannya. 
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2.  Bagi peneliti selanjutnya 
Disarankan kepada peneliti selanjutnya apabila ingin melakukan 
penelitian terkait kepatuhan wajib pajak maka sebaiknya penelitian dilakukan 
lebih banyak di lapangan dan di seksi pemeriksaan karena tingkat kepatuhan 
wajib pajak dapat diteliti dari seberapa banyaknya wajib pajak tersebut diperiksa 
oleh aparatur pajak, baik terkait dengan keterlambatan maupun pengabaian 
pelaporan SPT. 
 
5.3  Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, diantaranya yaitu: 
1. Responden dalam penelitian ini hanya wajib pajak badan, sehingga hasil 
analisis yang diperoleh hanya berlaku untuk wajib pajak badan, tidak 
termasuk wajib pajak orang pribadi dan pengusaha kena pajak. 
2. Hasil penelitian ini didapat hanya berdasarkan persepsi wajib pajak badan 
itu sendiri tanpa membandingkan data hasil pemeriksaan kepatuhan wajib 
pajak yang telah dilakukan oleh seksi pemeriksaan. 
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LAMPIRAN 2 
KUESIONER PENELITIAN 
 
Petunjuk Pengisian Kuesioner 
Pernyataan di bawah ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para wajib pajak 
atas pengaruh administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Bapak/ibu dimohon untuk dapat menjawab setiap pernyataan dengan keyakinan 
tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya 
boleh ada satu jawaban. Jawaban atas pernyataan dilakukan dengan 
memberikan tanda checklist (√) pada salah satu jawaban yang dianggap paling 
sesuai dengan kondsi yang sebenarnya. Jawaban yang diberikan merupakan 
jawaban yang paling memiliki kondisi yang ada pada tempat Bapak/Ibu bekerja. 
*Skala yang digunakan dalam menjawab pernyataan adalah sebagai berikut: 
Sangat tidak 
setuju (STS) 
Tidak setuju 
(TS) 
Kurang setuju 
(KS) 
Setuju (S) Sangat setuju 
(SS) 
1 2 3 4 5 
 
Data perusahaan 
1. Nama Perusahaan: ................................................................................ 
*boleh diisi/tidak 
 
2.  Tahun berdiri : .................................................................................... 
3.  Bidang usaha : 
a. Perdagangan    c.   Jasa 
b. Industri     d.   Lain-lain............... 
 
Data Pribadi  
1. Nama Bapak/Ibu : ........................................................................... 
 
2. Jenis kelamin : 
a. Laki-laki     b.   Perempuan 
 
3. Usia : 
a. 22-30 Tahun    c.   47-64 Tahun 
b. 31-46 Tahun    d.   65 Tahun ke atas 
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4. Pendidikan Terakhir : 
a. SMA     d.   Magister (S2) 
b. Diploma     e.  Lainnya............... 
c. Sarjana 
5. Pengetahuan pajak : 
a. Brevet     c.   Tidak ada 
b. Penyuluhan Pajak    d.   Lainnya............... 
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KUESIONER MENGENAI ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN 
Administrasi perpajakan modern terdiri atas empat subvariabel yaitu struktur 
organisasi, business process dan teknologi informasi dan komunikasi, 
penyempurnaan sumber daya manusia dan pelaksanaan good governance. 
NO PERNYATAAN STS TS KS S SS 
 Struktur Organisasi      
1. Struktur organisasi pada KPP 
modern yang telah berubah menjadi 
berdasarkan fungsi memudahkan 
jalur penyelesaian pelayanan dan 
pemeriksaan wajib pajak. 
     
2. Adanya Account Representative (AR) 
benar-benar melakukan fungsinya 
sebagaimana mestinya, yaitu 
membimbing wajib pajak dalam 
melakssanakan kewajiban 
perpajakannya. 
     
3. Kemudahan pelayanan dengan 
adanya AR yang melayani dan 
memberikan konsultasi kepada wajib 
pajak mengenai kewajiban 
perpajakannya. 
     
Business Process dan Teknologi informasi 
4. Administrasi modern (digitalisasi: e-
SPT, e-filling) sudah benar-benar 
dimanfaatkan demi kemudahan 
pemenuhan kewajiban perpajakan. 
     
5. Pembayaran secara on-line (teller-
bank, internet banking, ATM) 
memudahkan wajib pajak karena 
prosesnya cepat. 
     
6. Pelaporan pajak secara elektronik 
memberikan kemudahan bagi wajib 
pajak. 
     
7. Complain center memberikan 
kemudahan bagi wajib pajak apabila 
ada keberatan dan keluhan tentang 
pajak. 
     
Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya 
8. Aparat pajak mampu memberikan 
informasi yang dibutuhkan oleh wajib 
pajak mengenai perpajakan. 
     
9. Dalam merespon permasalahan dan 
memberikan informasi kepada wajib 
pajak, petugas memberikan 
informasi/penjelasan secara lengkap 
sehingga wajib pajak dapat mengerti 
dengan baik. 
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Pelaksanaan Good Governance 
10. Aparat pajak memberikan pelayanan 
yang sama terhadap semua wajib 
pajak (tanpa memandang besar 
kecilnya pajak terutang). 
     
11. Adanya kejujuran aparat pajak 
(ketepatan dan ketegasan) dalam 
penerapan undang-
undang/peraturan. 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
66 
 
KUESIONER TERKAIT DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
Kepatuhan wajib pajak terkait dengan kepatuhan mendaftarkan diri, melaporkan 
SPT, menghitung pajak, membayar pajak terutang, dan membukukan. 
 
NO PERNYATAAN STS TS KS S SS 
1. Saya mendaftarkan diri sebagai wajib 
pajak secara sukarela ke Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP). 
     
2. Saya selalu mengisi Surat 
Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan dan 
melaporkannya tepat waktu. 
     
3. Saya menyampaikan SPT ke Kantor 
Pajak tepat waktu sebelum batas akhir 
penyampaian SPT.  
     
4. Saya selalu menghitung pajak yang 
terutang dengan benar dan 
membayarnya tepat waktu. 
     
5. Saya selalu membayar kekurangan 
pajak yang ada sebelum dilakukan 
pemeriksaan. 
     
6. Dengan adanya pengawasan yang 
dilakukan oleh KPP akan 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar pajak. 
     
7. Saya selalu melakukan pembukuan 
atau pencatatan. 
     
8. Aparatur pajak telah memungut pajak 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
     
9. Saya telah menyampaikan SPT 
dengan lengkap dan sesuai dengan 
kebutuhan perpajakan. 
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Saran atau komentar Bapak/Ibu mengenai Pengaruh penerapan Administrasi 
Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama 
Mamuju. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu 
dalam mengisi kuesioner secara lengkap dan sesuai 
dengan kondisi yang sebenarnya. 
*Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan dan 
penulisan kuesioner* 
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LAMPIRAN 3 
 
REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN 
 
NO GENDER PENDIDIKAN X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 
X 
10 
X 
11 
MODER 
NISASI 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 
KEPA- 
TUHAN 
1 WANITA SARJANA 4 1 4 1 1 1 1 4 4 1 1 23 5 5 5 5 4 4 5 5 5 43 
2 PRIA MAGISTER 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 
3 PRIA SARJANA 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 38 5 4 5 4 4 5 4 4 5 40 
4 WANITA SARJANA 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 46 1 4 4 4 4 1 4 4 1 27 
5 PRIA SARJANA 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 51 4 4 4 3 3 3 3 4 4 32 
6 PRIA SARJANA 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 47 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
7 PRIA DIPLOMA 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 40 5 5 4 4 3 4 4 4 4 37 
8 PRIA SARJANA 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 49 4 5 4 4 4 3 3 4 4 35 
9 WANITA SMA 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 51 5 5 4 4 3 4 4 4 4 37 
10 PRIA SARJANA 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 45 3 4 4 3 2 4 2 4 4 30 
11 WANITA SARJANA 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 41 4 5 5 4 4 4 3 4 4 37 
12 WANITA SARJANA 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4 4 5 4 5 4 38 
13 PRIA DIPLOMA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 
14 PRIA SMA 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 37 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 
15 PRIA MAGISTER 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
16 WANITA SARJANA 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
17 PRIA SARJANA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 45 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 
18 PRIA SARJANA 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
19 PRIA SMA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 42 4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 
20 PRIA SMA 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
21 PRIA SMA 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
22 WANITA SARJANA 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 40 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 
23 PRIA SARJANA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 42 3 4 4 4 3 3 4 4 4 33 
24 WANITA SMA 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 48 3 4 3 4 4 3 4 4 4 33 
25 PRIA SMA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 42 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
26 WANITA SARJANA 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 34 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 
27 WANITA SARJANA 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
28 PRIA SMA 4 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 44 5 5 5 5 4 4 4 4 4 40 
29 WANITA DIPLOMA 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 46 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
30 PRIA SARJANA 3 3 3 2 2 2 4 2 4 4 4 33 4 4 3 3 3 3 4 4 4 32 
31 PRIA SARJANA 4 4 4 3 3 3 4 4 2 5 5 41 5 4 4 4 4 5 4 5 5 40 
32 PRIA SARJANA 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 47 5 5 5 4 5 4 4 4 5 41 
33 PRIA SARJANA 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
34 PRIA SARJANA 4 5 5 4 5 3 4 4 4 5 5 48 3 4 3 4 4 4 3 4 4 33 
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35 PRIA SARJANA 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 51 5 4 4 4 4 5 4 4 4 38 
36 PRIA SARJANA 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 20 2 2 2 2 2 2 2 3 3 20 
37 PRIA SMA 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 20 2 2 2 2 2 2 2 3 3 20 
38 PRIA SMA 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 25 3 3 3 2 2 3 3 3 3 25 
39 PRIA SMA 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 25 3 3 3 2 2 3 3 3 3 25 
40 PRIA SMA 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 25 3 3 3 2 2 3 3 3 3 25 
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LAMPIRAN 4 
DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN 
 
GENDER 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid PRIA 29 72.5 72.5 72.5 
WANITA 11 27.5 27.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
PENDIDIKAN 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid DIPLOMA 3 7.5 7.5 7.5 
MAGISTER 2 5.0 5.0 12.5 
SARJANA 23 57.5 57.5 70.0 
SMA 12 30.0 30.0 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
X1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 5 12.5 12.5 12.5 
3 8 20.0 20.0 32.5 
4 26 65.0 65.0 97.5 
5 1 2.5 2.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
X2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 6 15.0 15.0 15.0 
3 9 22.5 22.5 37.5 
4 20 50.0 50.0 87.5 
5 5 12.5 12.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
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X3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 5 12.5 12.5 12.5 
3 7 17.5 17.5 30.0 
4 23 57.5 57.5 87.5 
5 5 12.5 12.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
X4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 6 15.0 15.0 15.0 
2 2 5.0 5.0 20.0 
3 10 25.0 25.0 45.0 
4 21 52.5 52.5 97.5 
5 1 2.5 2.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
X5 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 6 15.0 15.0 15.0 
2 2 5.0 5.0 20.0 
3 10 25.0 25.0 45.0 
4 15 37.5 37.5 82.5 
5 7 17.5 17.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
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X6 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 3 7.5 7.5 7.5 
2 5 12.5 12.5 20.0 
3 11 27.5 27.5 47.5 
4 14 35.0 35.0 82.5 
5 7 17.5 17.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
X7 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 2.5 2.5 2.5 
2 5 12.5 12.5 15.0 
3 1 2.5 2.5 17.5 
4 24 60.0 60.0 77.5 
5 9 22.5 22.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
X8 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 2.5 2.5 2.5 
3 4 10.0 10.0 12.5 
4 28 70.0 70.0 82.5 
5 7 17.5 17.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
X9 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 2 5.0 5.0 5.0 
3 7 17.5 17.5 22.5 
4 26 65.0 65.0 87.5 
5 5 12.5 12.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
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X10 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 2.5 2.5 2.5 
3 8 20.0 20.0 22.5 
4 20 50.0 50.0 72.5 
5 11 27.5 27.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
X11 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 2.5 2.5 2.5 
3 8 20.0 20.0 22.5 
4 22 55.0 55.0 77.5 
5 9 22.5 22.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Y1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 2.5 2.5 2.5 
2 2 5.0 5.0 7.5 
3 11 27.5 27.5 35.0 
4 17 42.5 42.5 77.5 
5 9 22.5 22.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Y2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 2 5.0 5.0 5.0 
3 3 7.5 7.5 12.5 
4 27 67.5 67.5 80.0 
5 8 20.0 20.0 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
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Y3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 2 5.0 5.0 5.0 
3 6 15.0 15.0 20.0 
4 25 62.5 62.5 82.5 
5 7 17.5 17.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Y4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 5 12.5 12.5 12.5 
3 3 7.5 7.5 20.0 
4 29 72.5 72.5 92.5 
5 3 7.5 7.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Y5 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 6 15.0 15.0 15.0 
3 5 12.5 12.5 27.5 
4 26 65.0 65.0 92.5 
5 3 7.5 7.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Y6 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 2.5 2.5 2.5 
2 2 5.0 5.0 7.5 
3 10 25.0 25.0 32.5 
4 22 55.0 55.0 87.5 
5 5 12.5 12.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
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Y7 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 3 7.5 7.5 7.5 
3 7 17.5 17.5 25.0 
4 28 70.0 70.0 95.0 
5 2 5.0 5.0 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Y8 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 5 12.5 12.5 12.5 
4 31 77.5 77.5 90.0 
5 4 10.0 10.0 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Y9 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 2.5 2.5 2.5 
3 5 12.5 12.5 15.0 
4 29 72.5 72.5 87.5 
5 5 12.5 12.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
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LAMPIRAN 5 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
1. ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 40 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items 
N of Items 
.936 .928 11 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X1 3.45 1.037 40 
X2 3.45 1.197 40 
X3 3.58 1.130 40 
X4 3.23 1.121 40 
X5 3.38 1.275 40 
X6 3.43 1.152 40 
X7 3.88 .992 40 
X8 4.03 .620 40 
X9 3.85 .700 40 
X10 4.00 .847 40 
X11 3.95 .815 40 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X1 36.75 61.577 .793 .941 .928 
X2 36.75 57.218 .933 .946 .921 
X3 36.63 59.625 .840 .954 .926 
X4 36.98 58.999 .888 .870 .923 
X5 36.83 56.456 .912 .955 .922 
X6 36.78 58.743 .876 .915 .924 
X7 36.33 60.840 .887 .854 .924 
X8 36.18 71.071 .392 .336 .942 
X9 36.35 71.464 .304 .366 .944 
X10 36.20 67.190 .550 .906 .937 
X11 36.25 67.987 .513 .880 .938 
 
 
 
 
 
 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 
X1 1.000 .866 .956 .816 .781 .695 .729 .341 .201 .204 .179 
X2 .866 1.000 .903 .878 .911 .824 .891 .330 .205 .506 .470 
X3 .956 .903 1.000 .827 .843 .733 .752 .309 .242 .295 .255 
X4 .816 .878 .827 1.000 .891 .857 .810 .361 .306 .378 .378 
X5 .781 .911 .843 .891 1.000 .936 .829 .280 .208 .475 .463 
X6 .695 .824 .733 .857 .936 1.000 .810 .344 .272 .499 .487 
X7 .729 .891 .752 .810 .829 .810 1.000 .339 .231 .610 .563 
X8 .341 .330 .309 .361 .280 .344 .339 1.000 .423 .293 .206 
X9 .201 .205 .242 .306 .208 .272 .231 .423 1.000 .303 .211 
X10 .204 .506 .295 .378 .475 .499 .610 .293 .303 1.000 .928 
X11 .179 .470 .255 .378 .463 .487 .563 .206 .211 .928 1.000 
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2. KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 40 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items 
N of Items 
.932 .938 9 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Y1 3.78 .947 40 
Y2 4.03 .698 40 
Y3 3.93 .730 40 
Y4 3.75 .776 40 
Y5 3.65 .834 40 
Y6 3.70 .853 40 
Y7 3.73 .679 40 
Y8 3.98 .480 40 
Y9 3.93 .694 40 
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Inter-Item Correlation Matrix 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 
Y1 1.000 .630 .606 .514 .417 .708 .500 .495 .754 
Y2 .630 1.000 .810 .817 .633 .487 .611 .692 .534 
Y3 .606 .810 1.000 .781 .672 .580 .630 .654 .546 
Y4 .514 .817 .781 1.000 .852 .542 .791 .809 .536 
Y5 .417 .633 .672 .852 1.000 .497 .732 .683 .485 
Y6 .708 .487 .580 .542 .497 1.000 .474 .608 .784 
Y7 .500 .611 .630 .791 .732 .474 1.000 .687 .445 
Y8 .495 .692 .654 .809 .683 .608 .687 1.000 .611 
Y9 .754 .534 .546 .536 .485 .784 .445 .611 1.000 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Y1 30.68 22.584 .701 .724 .929 
Y2 30.43 23.892 .794 .805 .921 
Y3 30.53 23.538 .808 .732 .920 
Y4 30.70 22.831 .857 .898 .917 
Y5 30.80 23.138 .743 .755 .925 
Y6 30.75 23.218 .711 .699 .927 
Y7 30.73 24.410 .734 .680 .925 
Y8 30.48 25.692 .796 .727 .926 
Y9 30.53 24.358 .723 .725 .925 
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LAMPIRAN 6 
ANALISIS REGRESI 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 X
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Y 
b. All requested variables entered. 
 
 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .534
a
 .285 .266 4.676 
a. Predictors: (Constant), X 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 330.898 1 330.898 15.131 .000
b
 
Residual 831.002 38 21.868   
Total 1161.900 39    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 20.978 3.541  5.924 .000 
X .335 .086 .534 3.890 .000 
a. Dependent Variable: Y 
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LAMPIRAN 7 
T-TABEL 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
df t_0.05 
26 1.71 
27 1.7 
28 1.7 
29 1.7 
30 1.7 
31 1.7 
32 1.69 
33 1.69 
34 1.69 
35 1.69 
36 1.69 
37 1.69 
38 1.69 
39 1.68 
40 1.68 
41 1.68 
42 1.68 
43 1.68 
44 1.68 
45 1.68 
46 1.68 
47 1.68 
48 1.68 
49 1.68 
50 1.68 
df t_0.05 
1 6.31 
 2 2.92 
3 2.35 
4 2.13 
5 2.02 
6 1.94 
7 1.89 
8 1.86 
9 1.83 
10 1.81 
11 1.8 
12 1.78 
13 1.77 
14 1.76 
15 1.75 
16 1.75 
17 1.74 
18 1.73 
19 1.73 
20 1.72 
21 1.72 
22 1.72 
23 1.71 
24 1.71 
25 1.71 
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LAMPIRAN 8 
DATA DARI KPP 
 
JUMLAH WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DAN  MELAPORKAN SPT  
 
TAHUN JUMLAH WAJIB PAJAK 
2011 1.025 
2012 2.095 
2013 1.390 
2014 2.815 
2015 345 
 
 
 
JUMLAH WAJIB PAJAK YANG MENGHITUNG DAN MEMBAYARKAN PAJAK 
TERUTANG SECARA TEPAT WAKTU 
TAHUN JUMLAH WAJIB PAJAK 
2011 107 
2012 314 
2013 235 
2014 355 
2015 67 
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JUMLAH WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN PENCATATAN DAN 
PEMBUKUAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSENTASE TINGKAT KEPATUHAN 
 
TAHUN PERSENTASE (%) 
2011 28.15% 
2012 63.28% 
2013 39.39% 
2014 70.83% 
2015 3.25% 
 
 
TAHUN JUMLAH WAJIB PAJAK 
2011 1.025 
2012 2.095 
2013 1.390 
2014 2.815 
2015 345 
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GRAFIK TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
 
 
 
Persentase tahun 2015 tercatat hanya sampai bulan 3 karena belum 
keseluruhan data yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Dan karena 
adanya keterbatasan data yang dapat dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. 
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